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CATATAN -

bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakartacenderung semakin
meningkat dengan diikuti perubahari pola konsumsi masyarakat sehingga
berdampak semakin meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah,
serta telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu
dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat
terselenggara secera aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi
masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan
juga Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelolaan sampah di
Daerah sehingga perlu disesuaikan sehingga perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus
dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta
tentang Pengelolaan Sampah.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 18 Tahun 2008; UU No.
12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun
2023; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2020;
Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.

Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam
rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang
Pengelolaan Sampah.

Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Surakarta tentang Pengelolaan Sampah dan melaporkan hasil
pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Februari 2022.



